Kode Rekening

Nama Rekening

Jumilah Anggaran (DPA)
Jumiah Anggaran (DPPA)

PEMERINTAM KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TAHLUIN ANGGARAN 2024

: 5.05.02.2.04.0003.5.1.02.02.01.0003

Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daeran

yang Bersifat Inovatif

: Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

: 51,400,000.00
: 51,400,000.00

BUKL PEMBANTU SUB RINCIAN OBYEK BELANIA

BULAN : AGUSTUS
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Kegiaan [iseminas Jens, Prosedur dan Mestode:
Panyelengpasaan Femedntanen Dassab Yang
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Pergembiangan Mieral Tanur Anggares 1074
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PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PEMELITLAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Eode Rekening
Buku Kas Na,

Tanggal
Terima Danl

Banyaknya Uang = | == TUNH BATUS RIBU RUPTAH ==

Untuk
Pambayaran

NIP. 198003202014102001

KWITANSI

: 5,05.02.2.04 0003.5.1.02.02.01.0003
'} ....-.—5—11?--”III-----J||-|J||.J|

23 - 0§90

- Bendahara Pengeluaran BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

i Pembayaran Honorarium Modéerator Sub Keglatan Diseminasl Janis, Prosedur
dan Metods Penyestenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Barsifat Inowatsf
Kogiatan Bimtek Penyusunan Profil Tnovasi | Fada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Tahun Anpgaran 2024

HENGETAHLUI
DAMN KABID. PENGEMBANGAN INOVAS]T DAN
OTA MAKASSAR TEKNOLOGI SELAKU PEJABAT PELAKSANA

TEKNIS (PPTK)

NIFP. 19710710619968031 007

Makassar, 29 = o8 - 203y

Jumiah Uang Rp. ru.u-n,-l




NO. DAFTAR: 00222/505000000020000/2024
DAFTAR: PEMBAYARAN HONORARIUM MODERATOR SUB KEGIATAN DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF KEGIATAN BIMTEK PENYUSUNAN
PROFIL INOVASI! | PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
Momos | Tanggal SK :
Higintan : 5.08.02.204 | Pengembangan lnovasl dan Teknologl

Sub Heglatan - 5.0%5.02 2 04 0003 / Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyslenggaraan Pamerintahan Daersh yang Bersifat inowvatif
Rehnning ¢ B1.0Z.02.041.0003 | Honorarkim Marasumber siasu Pembahaes, Moderator, Pembawa Acars, dan Panitia
Jurniah
Jumiaih Jumlah | Jumiah Totsl
JARATAN | Jdusmilah PRI Yang
M Nama | NFWP BANGKAT Honorarium | Fotongan | Honorsrium (5% Ditec Tanda Tangan
Rp) . (Re) (Rp.)
1 2 3 4 5 § T 11 10 _1_1__
1 | BUD ARMANSYAH, 55085 M5 Mecssraton 70000000 | =100 (T rocoo00e | 300080 #65.500,00 1
BT 720, 3-802. 000
F
Rekaning - 146201 0000005871
‘ JUNLAK 8,00 70000000 | 3500000 66500000 VL
TERBHLANG: TUJUH RATUS RIBU RUPLAH
Hakassar,

KABID. PENGEMBANGAN INOVASI DAN
TEKNOLDGI SELAKU PEIABAT Bendahara Pengeluaran PEMBUAT DAFTAR
PELAKSAMA TEKMIS KEGIATAN (PPTK)

NIP. 197207161998031007 NIP, 198003202014102001 NIF. 19770826 201212 2 001
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JEMIS PAJAK

JENIS SETURAN
MASA PAJAK

TAHUN PAJAK
HOMOR KETETAPAN
JUMLAH SETOR
TERBILANG

NPWP PENYETOR
NITHKU PENYETOR

MNAMA PENYETOR

KEMENTERIAN KELAMGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BILLING

CETAKAN KODE

: DO2HT208Z804000 | D00287T2062R04000

L DOD2ST 296280400 0000000

: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBAN

: DO0297 2082804000000000-JL. AHMAD YANI - KOTA MAKASS

A Rk s
i 402

08-08

: 2024

! Rp. 45000

Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah

: Honor Moderator Sub Keg Diseminasi Jans, Prosadur & Matode

Pamyaksnggar

{ DOZETIRE2B0L000 | 000207 2RE2B04000
1 DOOZT 2663 BO4 000000000
: BADAN PENELITIAN DAN PENGEMEANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

GUMNAKAN KDDE BILLING DI BAWAH INI UNTLIK MELAKLUKAN FEMBAYARAN.
: (291 7534 BO53 071
i ANUWZUSS 113108

10 BILLING
MASA AKTIF

3uyg




WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR ; 2019/ 188.4 45/TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN PROFIL INOVASI PADA SUB KEGIATAN DISEMINASI JENIS,
PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

YANG BERSIFAT INOVATIF PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang : A
b.
Mengingat r ks

WALI KOTA MAKASSAR,

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanann Kegintan Bimbingan Tekms Penyusunan
Profil Inovasi pada sub Kegiatan Diseminasi Jems,
Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemnerintahan
Daerah vang bersifat Inovatil pada Badan Penclitian
dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun
Anggaran 2024,

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada hurul &, maka di pandang perlu
menetapkan  Keputusan  Wali  kota  Tentang
Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan
Teknis Penyusunan Profil Inovasi pada sub Kegiatan
Diseminas Jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah vang bersifat
Inovatif pada Badan Penclitian dan Pengembangan
Daecrah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Dacrah Tingkat 1l ¢i Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1823),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan  Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik [ndonesin Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomar
4421);




3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Megara Republik Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
thun 2023 tentang Indonesia Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nemor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5601
schagnimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor & tahun 2023 tentang Penctapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tuhun 2022 tentang Cipta kerjn menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856,

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang
Inovasi Daerah,

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedomin Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tuhun 2020 Nomor
L 781);

8 Peraturan Dacrah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan  susunan  perangkat daeruh
(Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor
8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016
tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
{Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor
LB




S, i

9. Peraturan Daernh Kota Makasar Nomor 6 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tohun Anggaran 2024 (Lembaran Deerah
Kota Makassar Tahun 2023 Nomar 6);

10. Peraturan Dacrah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Inovasi
Daerah (Berita Dacrah Kota Makassar Tahun 2023
Nomor 9);

11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 93 Tahun 2023
Tentang Penjaburan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Kota MakassarTahun Anggaran 2024, [Berita
Daecrah Kota Makassar Tehun 2023 Nomor 94};

MEMUTUSKAN:

Menetapkan @ KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN PROFIL INOVASI PADA SUB KECGIATAN
DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG
BERSIFAT INOVATIF PADA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN
ANGGARAN 2024,

KESATU :  Membentuk Panitin Pelaksana kegintan Bimbingan Tekms
Penyusunan Profil Inovasi pada Sub Kegiatan Diseminasi
Jenins, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang bersifat Inovatil pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Dacrah  Kota Makassar Tahun Anggaran
2024 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

a. Pengarah . Pj.Sekretaris Dacruh Kota
Makassir
b. Ketua : Kepala Badan Penclitian dan
Pengembangan Daerah Kota
Muakassar.
¢. Koordinator . 1. Sekretaris Badan Penelitian
dan Pengembangan Daerah
Kota Makassar,
2. Kepala Bidang Pengembangan
Inovasi dan Teknologi
Badan  Penelitian dan
Pengembangan Daerah  Kota
Makassar ;
3. Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan Pembangunan
Daerah Badan Penclitian dan
Pengembangan Daerah  Kota
Makassar,




KEDUA

4. Kepala Bidang Penelitian dan
Pengembangan Kebijakan
Dacruh Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota
Makassar

d. Anggota ¢ 1.28{dua puluh delapan) orang

PNS
2. 5(lima) arang Non ASN

e. Narasumber - 3 (tiga) Orang Narasumber

[pejabat  esclon 1/82/yang
disetarnkan).

F. Moderator -1 (satu) Orang Moderator.

Tugas dan tanggung jawab Panitia pelaksana sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU masing-masing schagai
berikut:

Pengarah memiliki tugas dan tanggung jawab menerima
laporan  pelaksana  kegiatan  Bimbingan = Teknis
Penyusunan Profil Inovasi pada sub Kegiatan
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggaraan Pemetintahun Dacrah yang bersifat
Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Dacrah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024,

Ketus tugas dan tanggung jawab terhadap administrasi
Persuratan dan persiapan Penyvelenggaraan kegiatan
Bimbingan Teknis Penyusunan Profil pada sub Kegiatan
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode
Penivelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat
Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Dacrah Kota Makassar Tahun Anggaran 2024;
Koordinator memiliki tugas dan tanggung jawab
mengatur pelaksanaan tugas Masing-masing anggota
Kegiatun Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi
pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan
Metode Penvelenggarasn Pemerintahan Daerah yang
bersifat  Inovatil pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024,

Anggotn bertugas melaksanakan berbagai tugas ieknis
terkail Kegintan Bimbingan Teknis Penyusunan Profil
Inovasi pada sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur
dan Metode Penyelenggarasan Pemerintahan Daerah
yang bersifat Inovatll pada Badan Penclitian dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024,




KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan

¢. Narasumber bertugas dan  bertanggung  jawab
memberikan pemahaman melalui pemaparan materi
dan informasi sesuai dengan tema pada Kegiatan
Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi pada sub
Kegiatan Discminasi Jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggarann Pemenntahan Daerah vang bersifut
Inovatif pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Makassar Tahun 2024;

[. Moderator bertugas schagai pengatur, pengarah
jalannya suatu diskusi dan memandu proses Kegiatan
Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi pada sub
Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode
Penyelenggarann Pemerintahan Duerah vang bersifat
Inovatil pada Badan Penclitian dan Pengembangan
Dacrah Kota Makassar Tahun 2024;

Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan
honorarium sesuni  ketentusn  peraturan  perundang-
undangan sebagai berikut;

a. Anggota ‘Rp300.000,00/Orang/ Kegiatan.
b. Narasumber ‘Rp1.000.000,00/Orang/Jam/ Kegiatan
¢. Moderator {Rp700.000,00/Orang/ Kegiatan,

Segala biaya yung timbul schubungan dengan pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
Belanja Daecrah Kota Makassar melalui  Dokumen
Pelaksannan Anggaran (DPA) Badan Penelitiun dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran
2024,

Ketentuan wekmis vang berkaitan dengan pelaksanaan
Keputusan ini di atur dan dipertanggungjswabkan lebih
lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Kota Makassar.

1. Ketus DPRD Kot Shahesmar ci Mabummar

2. Inspekur Decrah Kot Makassar di Muakossar

1 Kepals BPKAD Kota Makasssr di Malassar

4. Kepala Badan Prrencansan dan Pembangunan Deerbh Kota Makassar di Mok ssar

% Krpala Badan Penclitan dan Pengembangon Inovasl Duerab Kois Madossanr o) Mok saar.
6. Repals Bagian Hukum Setda. Kota Makossar o Msksssar;

7. Mawng-manng vang bersanghiinsn untuk diketsh,




PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BALITBANGDA)
Jalan Jendernl Achmad Yani No, 2 Makassar 90111

KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR
Nomor : 070.03 /Bu /¥ep /VIL 200U

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR KEGIATAN PENGEMBANGAN
INOVASI DAN TEKNOLOGI SUB KEGIATAN DISEMINAS] JENIS, PROSEDUR DAN
METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF
(BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PROFIL INOVASI ANGHKATAN I |
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR

Menimbang : & Bahwa dalam rangka kelancaran dan efektifitus pelaksanaan
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Keglatan
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Bimbingan
Teknis Penyusunan Profil Inovasi Angkatan [} Tahun 20024,
diperiukan adanyn dukungan dan peran sertn tenaga ahli
yang berkualitas dan berpengalaman di bidang ilmu tertentu
sebagai narasumber dan moderator pada kegiatan tersebut;

b. Bahwa schubungan dengan hal tersebut pada huruf a
tersebut dintas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
Makassar,

Mengingat : |. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Sulawesi |[Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negarn
Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nemor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 442 1);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 20235
(Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2007 Nemor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Pernturan  Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014
Nomor 6, Tambahnn Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 54094);




6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republilke Indonesia
Nomor 5587) scbagaimana telah diubah terakhir dengan undang

undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang
Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan
Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene dan
Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Sclatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan
Nama Kota Ujung Panjang Menjadi Kota Makassar Dalam
Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolasn Keuangan Dearah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negarm
Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tehun 2017 tentang Inovasi

12. Peraturan bersama Menteri Riset dan Teknologi Republik
Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
03 Tahun 2012, Nomor 36 Tuhun 2012 tentang Penguatan
Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 484);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

14. Peraturan Daerah Kota Maksassar Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar
Tahun 2014 Nomor 5) sebagaimana telah diubah terakhir
Peraturan Deerah Kota Malkassar Nomor 4 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 {Lembaran
Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tabhun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar
(Lembaran Dasrah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);




Menctapkan:

KESATU

KEDUA

KETIGA

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor
6), ditetapkan di Makassar tanggal 28 Desember 2023;

17.Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Makassar Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Makassar
Tahun 2023 Nomor 93) ditetapkan di Makassar tanggal 29
Desember 2023.

18.Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor
, tanggal tentang Pembentukan
Panitia Pelaksana Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusurnian Profil
Inovasi Tahun Anggaran 2024,

MEMUTUBKAN

KEPUTUSAN KEPALA BALITBANGDA KOTA MAKASSAR
TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER DAN MODERATOR
KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEENOLOGI SUB
KEGIATAN DISEMINASI JENIS, PROSEDUR DAN METODE
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG
BERSIFAT INOVATIF (BIMBINGAN TEENIS PENYUSUNAN
PROFIL INOVASI ANGKATAN I) TAHUN 2024,

: Menunjuk  Narasumber dan Moderator pada Kegiatan
Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan Diseminasi
Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yung Beraifat Inovatil (Bimbingan Teknis Penyusunan Profil
Inovasi Angkatan [) Tahun 2024 dengan sebagai berilcut;

Masriani Mahyuddin, SE., M.Acc.m.AK (Narasumber]
Ikrom Trianto,S.TP,M.Kes (Narasumber)
Dr. Muhammad Amri Akbar, 8P. M.8| (Narasumber)

pEpe

. Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyei
tugas menyampaikan materi dan memberikan sarpn  serta
masukan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Inovasi
dan Teknologi Sub Keglatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan
Metode Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang. Bersifat
Inovatif (Bimbingan Teknis Penyusunan Profil Inovasi Angkatan 1)
Tahun 2024.

Moderator sebagaimana dimeksud Diktum KESATU mempunysi
tugas memberikan arahan dan mengawasi jalannya pelalsanaan
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Sub Kegiatan
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan
Pemerintahan Daernh yang Bersifat Inovatif (Bimbingan Teknis
Penyusunan Profil Inovasi Angkatan I} Tahun 2024,

Kepada Narasumber dan Moderator Kegiatan sebagaimana
dimaksud Diktum KESATU diberi honorarium sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan perincian
sebagal berikout:




KREEMPAT :

Tembusan ; Tih.
Inspekiur Kote Malcisar & Makassr |
Kepals Radnn Pengelola Keuangan dan Anset Kota Makassar o Mokessar |

i

 H
a
A,

i

Narasumber 1 sebesar Rp.1.000.000,-/Jam/Kegintan (Satu
Juta Rupiah);
Narasumber 2 sebesar Rp. 1.000.000,-/Jam/Kegiatan (Satu
Juta Rupinh),

- Narasumber 3 schesar Rp. 1.000.000,-/Jam/Kegiatan [Satu
Juta Rupiah);

Moderutor sebesar Rp. 700.000,- /Org/Kegiatan (Tujuh Ratus
Ribu Rupiah)

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan
Keputusan ini, dibebankan padia APBD Perubahan Kota Muakassar
Tahun Anggarun 2024 melalud Dokumen Pelaksana Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penelittan dan
Pengembangan Daerah Kota Makassar

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan im sepanjang
berkaitan dengun teknis pelaksannannya akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Kepala BALITBANGDA Kota Makasaar.

Dietapkan di : Makassar
Pada tangga : A3 Agustus 2024

BRI yalg bedsanghutnn .



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

(BALITBANGDA)
Jalan Jenderal Achmad Yani No.2 Makassar 90111

Darl
Dasar

SURAT PERINTAH
Nomor - OT0 03/ 167 /%A /2024

Kepala Baden Pansiitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

1. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2023 Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun
Anggaran 2024, (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor
B} Ditetapkan Tanggal 28 Desomber 2023,

2 Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 83 Tahun 2023 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dasrah Kota Makassar
Tahun Anggaran 2024 (Berita Deerah Kota Makassar Tahun 2023
Nomor 84) Ditetapkan Tanggal 28 Desember 2023,

Sehubungan dengan maksud lersebut di atas, maka dengan ini :

MEMERINTAHKAN
Yang tersabut namanya di bawah ini :
1. Budi Armansyah, 5.50s., M.5|

1. Sehaga Moderator Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Sub
Kegiatan Diseminas| Jenis, Prosedur dan Melode Penyelenggaraan
Pemerinatah Dasrah Yang Bersifal inovatif (Bimbingan Teknis Penyusunan
Profil inovasi Angkatan |) pada Badan Penliian dan Pengembangan
Daerah Kotz Makassar Tahun 2024, tanggal 14 Agustus Tahun 2024

2 Segala blaya yang Smbul sehubungan dengan Sural Perintah ini
dibabankan pada APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2024,

3. Surat Perintah inl mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya

Demikian Surat Perintah ini dékeluarkan untuk dilsksanakan dengan penuh rasa
tanggung jawab.




